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ABSTRAK 

 

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat kerapkali 

mendapatkan kritik dari berbagai kalangan khususnya yang memiliki atensi 

terhadap isu perempuan dan anak. Sebab, Qanun a quo dianggap merepresentasikan 

diskriminasi negara terhadap perempuan dan anak. Diskriminasi yang dimaksud 

tampak dalam berbagai putusan Mahkamah Syar’iyah berkenaan dengan tindak 

pidana pemerkosaan yang cenderung merugikan perempuan dan anak. Pada aspek 

ketatanegaraan, hal demikian mendorong untuk dilakukan pengkajian mendalam 

atas implikasi yuridis konstruksi norma dan putusan pengadilan terkait kasus 

jarimah pemerkosaan di Mahkamah Syar’iyyah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan dua 

pendekatan berupa pendekatan filosofis dan pendekatan kasus. Sifat penelitian ini 

adalah deskriptif-analitik. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode 

analisis data kualitatif. Dalam hal metode pengumpulan data, penulis menggunakan 

studi pustaka. Sementara kerangka teori yang digunakan untuk membedah data 

yang ditemukan dalam penelitian adalah siyasah tasyri’iyyah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga implikasi yuridis yang 

dihadapi perempuan dan anak korban pemerkosaan berupa aspek tantangan dan 

kesulitan yang mesti dihadapi, aspek ketidakadilan, dan aspek kemudharatan yang 

mereka peroleh. Pada aspek kemudharatan ini, sekaligus menandai karakter 

ortodoks dari norma hukum jarimah pemerkosaan yang merugikan pihak 

perempuan dan anak korban pemerkosaan. 

 

Kata kunci: jarimah pemerkosaan, qanun, perempuan, anak, korban pemerkosaan, 

diskriminasi. 
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HALAMAN PERSETUJUAN TESIS 
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HALAMAN PENGESAHAN 
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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 
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MOTTO 

 

“Belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang digunakan dalam 

penyusunan tesis iniberpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 

1987 dan Nomor 0543b/U/1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Keterangan 

 Alif أ
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 - Bā’ B ب

 - Tā’ T ت

 Śā’ ṡ ث
s (dengan titik 

di atas) 

 - Jim J ج

 Hā’ ḥ ح
H (dengan titik 

di bawah) 

 - Khā’ Kh خ

 - Dal D د

 Źal Ż ذ
Z (dengan titik 

di atas) 

 - Rā’ R ر

 - Zai Z ز

 - Sīn S س

 - Syīn Sy ش

 Sād ṣ ص
s (dengan titik 

di bawah) 

 Dād ḍ ض
d (dengan titik 

di bawah) 

 Tā’ ṭ ط
t (dengan titik 

di bawah) 

 Zā’ ẓ ظ
z (dengan titik 

dibawah) 

 Ayn …‘… koma terbalik‘ ع
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 - Gayn G غ

 - Fā’ F ف

 - Qāf Q ق

 - Kāf K ك

 - Lām L ل

 - Mīm M م

 - Nūn N ن

 - Waw W و

 - Hā’ H ه

 …’… Hamzah ء

Apostrof (tidak 

dilambangkan 

apabila terletak di 

awal kata) 

 - Yā’ Y ي

 

II. Vokal  

a. Vokal tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama  Huruf latin 

 fatḥah A ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔َ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 Kasrah I ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ِ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 Ḍammah U ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 

Contoh:  

هبيذ    kataba  -كتب - yażhabu 

 żukira -ذكر    su’ila -سئل

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama  Huruf latin Nama 

 fatḥah ya  dan Ai A dan i سَى

 fatḥah wau  dan Au A dan u سَو

 

Contoh: كيف  - kaifa  هول – haul 

III. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda: 

Tanda  Huruf latin 

 َ  Ā ــــا

 Ī ــىِ

 Ū ــوُ

 

IV. Ta’ Marbūṭah 

Transliterasinya untuk ta’ Marbūṭah ada dua: 

a. Ta’Marbūṭah hidup 

Ta’Marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, ḍammah, 

transliterasinya adalah /t/. 

Contoh: المنورة  مدينة – Madīnatul Munawwarah 

b. Ta’Marbūṭah mati 

Ta’Marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah /h/. 

Contoh: طلحة- Ṭalḥah 
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c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan /h/. 

Contoh:   الجنة  روضة - rauḍah al-jannah 

V. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda 

syaddah itu. 

Contoh:  ربنا- rabbanā   نعم – nu’imma 

 

VI. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ 

 Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang .” ال

yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf 

qamariyah. 

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh:  جل  as-sayyidah –الس يدة   ar-rajul –الر 

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf  qamariyah. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf  qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. 

Contoh:      القلم –  al-qalamu  الجلال–  al-jalālu 

Jika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda 

sambung. 
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VII. Hamzah  

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang hanya terletak di tengah 

dan di akhir kata. Bila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan, 

karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

 

 

Contoh: شئ–  syai’    امرت–  umirtu 

 ta’khudūn  –تاخدون    an-nau’u  –النوء

VIII. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat 

yang hilang, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan 

juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh:  

الرازقين خير لهو الله وان –  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau 

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 

زانوالمي الكيل وفوا فأ –  Fa’aufū al-kaila wa al-mīzāna atau Fa’aufūl-

kaila wal-mīzāna 

 

Catatan: 

1) Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama dari dan permulaan kalimat. Bila nama dari itu 

didahului oleh kata sambung, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: سولر الا محمد وما  – wa mā Muḥammadun illā rasūl 
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القرآنَ  برزن يتد أفلا –  afalā yatadabbarūna al-qur’ān 

2) Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakt yang dihilangkan, maka 

huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh:  قريب وفتح الله نصر –  naṣrum minallāhi wa fatḥun qarīb 

جميعا الأمر لله –  lillāhi al-amru jamī’an 

اكبر الله –  allāh akbar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan satu-satunya 

wilayah administratif yang diberi kewenangan untuk menerapkan syariat Islam di 

Indonesia. Pengakuan negara atas kekhususan Aceh dalam menerapkan syariat 

Islam tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.1 Sebagai 

tindak lanjut UU a quo, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membentuk 

Qanun sebagai hukum resmi syariat Islam yang diberlakukan. 

Dalam perjalanannya terdapat sembilan Qanun yang dihasilkan oleh DPRA, 

di mana tiga di antaranya mengatur tentang pidana. Namun, setelah berlakunya 

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tiga Qanun yang 

sebelumnya diterapkan di Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.2 Sebab, 

Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat merupakan kodifikasi dari Qanun-Qanun 

jinayat sebelumnya dan terdiri dari norma-norma baru yang disesuaikan dengan 

konteks kepentingan Aceh dan hukum nasional. 

Salah satu norma yang dimuat dalam Qanun Jinayat Aceh ialah Jarimah 

Pemerkosaan (delik pemerkosaan). Jika ditelisik dalam sistem hukum nasional, hal 

demikian sebetulnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

                                                           
1 Pasal 125 ayat (1). 
2 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 74. 
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(KUHP).3 Namun, dalam hal ini, apabila jarimah pemerkosaan dilakukan di 

wilayah Aceh, maka yang berlaku adalah Qanun Aceh sebagai lex specialist.4 

Norma hukum tersebut bukan tanpa persoalan. Dalam implementasinya, 

Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh kerap mendapati kritik dari berbagai 

kalangan karena dianggap merugikan perempuan dan anak yang menjadi korban 

pemerkosaan.5 Sebagai contoh, kasus terakhir yang menyeruak di masyarakat ialah 

kasus pemerkosaan yang menimpa seorang anak di bawah umur yang dilakukan 

oleh pamannya sendiri. Dalam putusan banding di Mahkamah Syar’iyah Banda 

Aceh, pelaku berinisial AD dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala 

tuntutan hukum.6 Hal demikian berujung pada desakan banyak pihak agar Pasal 

Jarimah Pemerkosaan segera direvisi karena tidak cukup mampu melindungi dan 

memberi keadilan bagi korban pemerkosaan. 

Putusan yang memicu kontroversi itu didasarkan pada pertimbangan alat 

bukti berupa rekaman video korban yang berisi keterangan bahwa korban diarahkan 

oleh saksi agar mengatakan bahwa terdakwa sebagai pelaku pemerkosaan terhadap 

korban.7 Pertimbangan hakim yang didasarkan pada rekaman tersebut justru 

memperlihatkan ketidakcermatan hakim dalam memahami situasi dan relasi kuasa 

antara korban dan terdakwa, di mana dalam memberikan keterangan video tersebut, 

                                                           
3 Pasal 285. 
4 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 5. 
5 Lihat Faradilla Fadlia dan Ismar Ramadani, “The Qanun Jinayat Disciriminates Against 

Women (Victims of Rape) in Aceh, Indonesia,” Journal of Southeast Asian Human Rights, Vol. 2:2 

(Desember 2018). Amrina Habibi, “Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual 

Terhadap Anak di Provinsi Aceh,” Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 9:1 

(April 2019). 
6 Putusan Mahkamah Syar’iyah No. 7/JN/2021/MS.Aceh. 
7 Ibid. 
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korban tengah berada dalam kekuasaan keluarga terdakwa—mengingat ayah 

korban juga sempat menjadi terdakwa.8 Kealpaan hakim dalam melihat konteks 

video tersebut merupakan implikasi dari kelemahan Qanun Jinayat Aceh dalam 

melindungi korban karena membiarkan korban berada di bawah kekuasaan dan 

pengaruh keluarga terdakwa selama proses persidangan. Sehingga, dalam kasus 

pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga, posisi terdakwa cenderung 

diuntungkan. 

Pengakuan korban berdasarkan video tanpa memperhatikan konteks korban 

yang berada di bawah kuasa keluarga terdakwa secara tidak langsung memaparkan 

kemungkinan adanya pembelokan kasus yang dapat merugikan saksi karena 

dituduh telah mengarahkan korban agar menunjuk siapa pelakunya berdasarkan 

arahan saksi. Hal demikian menjadi preseden buruk yang mengakibatkan 

masyarakat di kemudian hari enggan dan takut terlibat—membantu korban—dalam 

kasus-kasus semacam itu. 

Sederhananya, korban pemerkosaan di bawah umur tidak dijamin 

perlindungannya agar terhindar dari pengaruh dan intimidasi pihak mana pun oleh 

Qanun Jinayat Aceh selama proses persidangan berlangsung, termasuk dalam usaha 

pemulihan psikologi korban. Hal demikian diakibatkan oleh kealpaan legislator 

(DPRA) ketika merumuskan Qanun a quo. 

                                                           
8 Ayah dan paman korban merupakan terdakwa kasus pemerkosaan yang dialami korban. 

Namun, Mahkamah Syar’iyah Jantho (tingkat pertama) memvonis bebas ayah korban. Sementara 

paman korban divonis dua ratus bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah 

melakukan jarimah pemerkosaan. Lihat Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho No. 

22/JN/2020/MS.Jth. 
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Kerugian yang menimpa korban tidak sekadar berlaku bagi anak di bawah 

umur. Pada dasarnya perempuan korban pemerkosaan pun dapat mengalami hal 

serupa yang dialami anak di bawah umur. Selain itu, bagi perempuan korban 

pemerkosaan, oleh Pasal 52 ayat (1) Qanun Jinayat Aceh dibebani beban 

pembuktian ketika hendak melaporkan kasus pemerkosaan yang dialaminya. 

Norma hukum demikian terbilang menyulitkan perempuan yang mencari keadilan. 

Setidaknya, terdapat tiga beban perempuan korban pemerkosaan ketika berhadapan 

dengan pasal di atas. Pertama, beban psikis dan fisik sebagai korban pemerkosaan 

yang mesti memulihkan diri. Kedua, beban untuk menyertakan bukti permulaan 

atas kasus pemerkosaan yang dialaminya.9 Dan ketiga, ancaman bahwa dirinya 

dapat dikenakan jarimah Qadzaf apabila bukti yang ia miliki dinyatakan tidak 

cukup.10 

Tidak heran bila kemudian, Qanun Jinayat Aceh melahirkan kesan-kesan 

ketidakadilan bagi anak dan perempuan korban pemerkosaan, sekaligus 

menggemakan asumsi dalam feminisme hukum kritis yang beranggapan bahwa 

hukum sebagai produk yang berwatak patriakhis, cenderung merugikan perempuan. 

Hukum menurut Chatherine MacKinnon, sebagaimana dikutip Ian Ward, 

memberlakukan penundukan khusus terhadap perempuan.11 Dalam hal perempuan 

wajib menyertakan bukti permulaan, norma hukum yang mengaturnya justru 

menjadikan korban pemerkosaan menjadi tidak berdaya karena kesulitan untuk 

                                                           
9 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 52 ayat (1). 
10 Meri Andani, “Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula oleh Korban dalam Proses 

Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 tentang Hukum Jinayat,” 

Jurnal LEGITIMASI Vol. 9:1 (Januari-Juni 2020), hlm. 51. 
11 Ian Ward, Pengantar Teori Hukum Kritis, alih bahasa Narulita Yusron dan M. Khozim, 

cet. Ke-1 (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016), hlm. 281. 
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membuktikannya. Pengaduan korban kepada pihak kepolisian dipastikan ditolak 

apabila bukti permulaan tidak mencukupi. Dapat dibayangkan, langkah yang dapat 

diambil ialah dengan tidak melaporkan peristiwa pemerkosaan tersebut, terutama 

bagi korban yang masih mengalami gejala traumatik akibat pemerkosaan yang 

dialaminya. Persoalannya, ketika pelaku pemerkosaan adalah anggota keluarganya 

sendiri, maka si korban harus siap menjalani pemerkosaan yang berulang-ulang 

sampai ia mampu menyiapkan bukti permulaan. 

Ironisnya, hal di atas tidak dikenal dalam KUHAP. Sebab, kewajiban untuk 

menyertakan bukti permulaan dibebankan kepada penyelidik (kepolisian), dan 

bukan pada korban.12 Sementara Qanun Jinayat justru memaksa korban 

mengemban peran ganda, yakni sebagai penyelidik sekaligus psikolog untuk 

dirinya sendiri. Sejatinya, produk hukum semestinya mampu menangkap 

perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk pola-pola kejahatan dan 

perkembangannya yang belum terakomodir dengan baik.  

Apabila hal sedemikian rupa terus berlangsung dalam masyarakat, maka 

secara tidak langsung Qanun Jinayat Aceh merepresentasikan absennya negara 

dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak. Bahkan, dalam kondisi tertentu 

sebagaimana dijelaskan di atas, Qanun a quo justru mencerminkan diskriminasi dan 

pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak sebagaimana dijamin dalam UU 

No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 7 Tahun 1984 tentang 

                                                           
12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 1 angka 4. 
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Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan 

Terhadap Perempuan,  Deklarasi Vienna Tahun 1993, dan sebagainya. 

Berdasarkan laporan tahunan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan 

Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh, terdapat 106 kasus pemerkosaan 

yang dialami perempuan dan 289 kasus pemerkosaan yang dialami anak sepanjang 

2017-2019. Namun, P2TP2A mengingatkan bahwa di balik data tersebut masih 

banyak kasus yang tidak muncul ke permukaan dan tidak diketahui oleh publik. 

Penyebabnya, selain karena kentalnya budaya patriarkhi, juga kuatnya anggapan 

bahwa kasus pemerkosaan sebagai sesuatu yang tabu dan harus disembunyikan.13 

Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang 

dirilis pada 2019 menempatkan Aceh sebagai daerah dengan kasus pemerkosaan 

dan pencabulan tertinggi ke tujuh di Indonesia.14 Padahal, dengan sederet kesulitan 

dan hambatan yang diemban korban pemerkosaan di Aceh sebagaimana dijelaskan 

di atas, seharusnya kasus yang terdata cenderung kecil. Namun kenyataannya, 

jumlah kasus pemerkosaan yang dilaporkan kepada pihak kepolisian terbilang 

sangat tinggi. Fakta sedemikian rupa menguatkan asumsi perihal masih banyaknya 

kasus-kasus pemerkosaan yang tertimbun oleh bermacam hal, seperti norma hukum 

yang menyulitkan korban untuk melapor disertai ancaman Qadzaf, budaya 

patriarkhi yang menyebabkan normalisasi penundukan perempuan, dan anggapan 

tentang kasus pemerkosaan yang tabu. 

                                                           
13 Diolah dari Laporan Tahunan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, 2019. 
14 Statistik Kriminal 2019, Badan Pusat Statistik, 2019. 
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Artinya, kejahatan pemerkosaan di Aceh merupakan isu penting yang mesti 

mendapat perhatian serius. Pada aspek ketatanegaraan, norma Jarimah 

Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh menjadi penting untuk dikaji kembali. 

Oleh Karena itu, kajian mengenai “Implikasi Yuridis Norma Hukum dan Putusan 

Berkenaan dengan Kasus Pemerkosaan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 

tentang Hukum Jinayat” menjadi urgent dilakukan. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimana implikasi yuridis putusan Mahkamah Syar’iyyah kasus Jarimah 

Pemerkosaan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014? 

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini ialah: 

Menjelaskan bagaimana implikasi yuridis putusan Mahkamah Syar’iyyah 

kasus Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. 

 

Kegunaan dari penelitian ini ialah: 

 Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan 

pemikiran dan penemuan berkenaan dengan operasionalisasi norma hukum 

berkaitan dengan Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh, 

khususnya Pasal 48-56 dan putusan pengadilan berkenaan dengan norma 

hukum yang sama terhadap perempuan dan anak korban pemerkosaan. 
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 Dari kajian yang diuraikan dalam penelitian ini, terdapat kegunaan 

secara praktis. Pertama, dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam 

mengambil tindakan lebih lanjut atas Qanun Jinayat Aceh. Kedua, kajian 

atas putusan pengadilan berkenaan dengan Pasal 48-56 Qanun Jinayat Aceh 

berguna bagi hakim dalam mempertimbangkan kelemahan dan kelebihan 

dari preseden-preseden kasus pemerkosaan. Ketiga, uraian atas implikasi 

yang dihadapi perempuan dan anak berguna sebagai rujukan pihak-pihak 

yang aktif melakukan advokasi perempuan dan anak. 

D. TELAAH PUSTAKA 

 Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa karya ilmiah yang telah 

mengkaji subjek yang sama dengan yang diteliti dalam penelitian ini. Namun, dari 

penelusuran yang dilakukan, ditemukan bahwa dari sekian karya ilmiah yang ada, 

belum terdapat penelitian yang mengkaji secara mendalam hubungan antara norma 

hukum Jarimah Pemerkosaan, putusan pengadilan, dengan implikasinya terhadap 

perempuan dan anak korban pemerkosaan sebagaimana yang diteliti dalam 

penelitian ini. Berikut akan dijelaskan sejauh mana penelitian terdahulu dilakukan 

beserta pemaparan tentang perbedaan-perbedaannya dengan penelitian yang 

dilakukan penulis. 

 Pertama, tesis yang ditulis oleh Virdis F. Putra berjudul, Penegakan Hukum 

dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Aceh No. 

6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.15 Sebagaimana judulnya, penelitian tersebut 

                                                           
15 Virdis F. Putra, “Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak 

Berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,” Tesis Master Universitas 

Airlangga (2019). 
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membahas aplikasi Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh, di mana 

kasus pemerkosaan yang dialami anak sebagai objek. Virdis menempatkan Qanun 

Jinayat Aceh dalam struktur ketatanegaraan beserta dualisme penegakannya dengan 

Undang-Undang Perlindungan Anak. Kesimpulan yang diperoleh Virdis ialah 

Qanun Jinayat Aceh dapat diletakkan setara dengan Peraturan Daerah dan 

dipergunakan dalam konteks pemerkosaan terhadap anak—alih-alih Undang-

Undang Perlindungan Anak. Sementara dalam aspek penegakan hukumnya, jaksa 

cenderung menuntut pelaku jarimah dengan tuntutan penjara yang dirasa lebih 

efektif dalam memberikan efek jera ketimbang cambuk. Dari uraian tersebut, tesis 

Virdis dapat disederhanakan sebagai kajian mengenai kedudukan Qanun Aceh 

dalam sistem hukum nasional dan aplikasi Jarimah Pemerkosaan yang dialami anak 

korban pemerkosaan. 

 Sementara perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

terhadap dua hal yang dikaji Virdis dapat dijelaskan pula menjadi dua. Pertama, 

jika Virdis berusaha mendudukkan Qanun Jinayat Aceh mengenai penegakan 

hukum atas kasus pemerkosaan anak dalam sistem hukum nasional dengan 

meletakkannya dalam hierarki perundang-undangan, maka penelitian ini justru 

akan membedah struktur norma yang terdapat dalam Qanun Jinayat Aceh 

berkenaan dengan Jarimah Pemerkosaan dengan membandingkannya dengan 

struktur norma yang terdapat dalam sistem hukum nasional, seperti UU 

Perlindungan Anak demi menemukan mana yang lebih lex specialist antara 

keduanya. Dari situlah dapat diketahui kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam 

sistem hukum nasional. Kedudukan Qanun Jinayat Aceh versi Virdis tidak lebih 
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dari kedudukan formalistik. Sementara penulis akan membedah kedudukannya 

secara substantif. Dengan menemukan perbedaan secara substantif, barulah 

dualisme penegakan hukum pemerkosaan terhadap anak diharmonisasi. Perbedaan 

Kedua, berbeda dari penelitian Virdis yang menjelaskan bagaimana aplikasi norma 

hukum Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, penelitian yang dilakukan penulis 

justru akan menelaah beberapa putusan atas kasus pemerkosaan terhadap anak. 

Telaah kritis atas putusan pengadilan berguna untuk menjelaskan bagaimana 

konsepsi dasar yang dipahami hakim berkenaan dengan norma hukum Jarimah 

Pemerkosaan. Dua perbedaan antara penelitian yang dilakukan Virdis dengan yang 

dilakukan penulis disebabkan oleh dua perbedaan mendasar, di mana penelitian 

Virdis berupaya menerangkan operasionalisasi norma hukum Jarimah 

Pemerkosaan terhadap anak dalam persidangan, sementara penelitian yang 

dilakukan penulis hendak menjelaskan bagaimana implikasi yuridis yang mesti 

dihadapi oleh anak korban pemerkosaan, dan tidak terbatas dalam ruang sidang 

melainkan juga di luar persidangan. 

 Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Faradilla Fadlia dan Ismar Ramadani 

berjudul, The Qanun Jinayat Discriminates Against Women (Victims of Rape) in 

Aceh, Indonesia.16 Artikel jurnal tersebut membahas subjek yang sama dengan 

penelitian yang dilakukan penulis berupa norma hukum Jarimah Pemerkosaan 

dalam Qanun Jinayat Aceh yang berimplikasi pada perempuan korban 

pemerkosaan. Hanya saja, fokus artikel tersebut terletak pada Pasal 52 ayat (1) yang 

                                                           
16 Faradilla Fadlia dan Ismar Ramadani, “The Qanun Jinayat Disciriminates Against 

Women (Victims of Rape) in Aceh, Indonesia,” Journal of Southeast Asian Human Rights, Vol. 

2:2 (Desember 2018). 
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membebankan pembuktian kepada korban pemerkosaan. Kesimpulan yang 

diperoleh dari kajian mendalam atas pasal tersebut ialah Qanun Jinayat telah 

mendiskriminasi perempuan lewat Pasal 51 ayat (1) karena memberikan porsi besar 

pertanggungjawaban—berupa bukti permulaan—kepada korban. Sehingga, korban 

menanggung beban ganda untuk melakukan pembuktian. Alih-alih dapat 

melindungi korban pemerkosaan, Qanun Jinayat Aceh justru cenderung 

mengorbankan korban. 

 Fokus kajian yang spesifik atas Pasal 52 ayat (1) Qanun Jinayat Aceh dalam 

penelitian tersebut menandai perbedaan antara penelitian yang dilakukan Faradilla 

Fadlia dan Ismar Ramadani dengan penelitian yang dilakukan penulis. Sebab dalam 

penelitian ini, penulis mengambil subjek kajian Jarimah Pemerkosaan yang 

tercantum dalam Pasal 48-56 Qanun Jinayat Aceh. Dalam artian, Apabila Faradilla 

dan Ismar hendak membuktikan bagaimana diskriminasi terhadap perempuan 

terjadi dalam proses pelaporan kejahatan pemerkosaan, penulis justru hendak 

menjelaskan bagaimana implikasi yuridis yang mesti dihadapi perempuan korban 

pemerkosaan tidak sekadar terbatas pada pelaporan tindak pidana pemerkosaan, 

melainkan menjelaskannya secara komprehensif, termasuk bagaimana implikasi 

yang mesti dihadapi perempuan dalam proses persidangan. Sebab, diskriminasi 

terhadap perempuan tidak dapat dilihat hanya berdasar pada satu rujukan norma 

hukum semata. Ia mesti dipahami dalam konteks pertautannya dengan norma-

norma lain beserta putusan hakim dalam menggunakan Pasal Jarimah 

Pemerkosaan. Hal demikian dilakukan agar kajian ini dapat menggambarkan 
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konteks dan skala implikasi yang dihadapi perempuan korban pemerkosaan secara 

utuh. 

 Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Meri Andani berjudul, “Kewajiban 

Menyertakan Bukti Pemula oleh Korban dalam Proses Pembuktian Kasus 

Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 tentang Hukum Jinayat.”17 

Subjek yang diteliti dalam artikel tersebut fokus pada Pasal 52 Qanun Jinayat Aceh 

yang memiliki implikasi yuridis bagi perempuan korban pemerkosaan seperti 

halnya penelitian yang dilakukan Faradilla Fadlia dan Ismar Ramadhani yang 

dijelaskan di atas. Hasil penelitiannya pun sama, Meri Andani juga menyimpulkan 

bahwa implikasi yuridis yang dihadapi perempuan akibat norma hukum Jarimah 

Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh berupa porsi beban ganda pada aspek 

pembuktian berupa bukti permulaan bagi perempuan yang melaporkan tindak 

pemerkosaan. Sementara perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan 

penelitian yang dilakukan Meri Andani sama halnya dengan perbedaan penelitian 

yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan Faradilla Fadlia dan 

Ismar Ramadani sebagaimana telah dijelaskan di atas. 

 Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Kholidah Siah dan Nursiti yang 

berjudul, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam 

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.18 Penelitian tersebut 

fokus pada subjek berupa pembuktian jarimah pemerkosaan (pasal 52) berkenaan 

                                                           
17 Meri Andani, “Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula oleh Korban dalam Proses 

Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 tentang Hukum Jinayat,” 

Jurnal LEGITIMASI Vol. 9:1 (Januari-Juni 2020). 
18 Kholidah Siah dan Nursiti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah 

Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,” Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 1:1 (Agustus, 2017). 
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dengan bukti permulaan. Tinjauan yuridis yang dimaksud Kholidah Siah dan 

Nursiti merupakan penjabaran aplikatif dari norma hukum a quo. Sehingga, 

kesimpulan yang mereka peroleh sebetulnya telah tertera dalam pasal 52. 

Kesamaan penelitian tersebut dengan penulis hanya terletak pada subjek berupa 

pasal 52. Pasal tersebut merupakan satu bagian dalam penelitian penulis. Hanya 

saja, jika penelitian di atas hanya sekadar menjabarkan mekanisme operasional dari 

pasal pembuktian tersebut, maka penulis akan menelaah norma tersebut dengan 

membaca aspek aksiologisnya agar ditemukan maksud dari diberlakukannya 

mekanisme pembuktian sedemikian rupa. Hal demikian berguna untuk menjelaskan 

implikasi yuridis bagi korban yang diberi tanggung jawab pembuktian. 

 Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Umarani Azkha, Syahrizal Abbas, 

dan Mohd. Din dengan judul, Analisis Yuridis Terhadap Rumusan Jarimah 

Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.19 

Subjek penelitian tersebut ialah jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh 

dengan fokus membedah definisi yang dipakai secara gramatikal. Hal demikian 

dilakukan karena ketiadaan interpretasi autentik/officiele interpretative dari istilah 

pemerkosaan yang dipakai dalam Qanun Jinayat Aceh. Bila mengikuti definisi yang 

diberikan Qanun Jinayat Aceh, maka akan terbentang luasnya cakupan tindak 

pidana pemerkosaan yang diatur. Implikasinya yakni melahirkan disparitas pada 

delik pemerkosaan. Ditemukan bahwa terdapat lima belas jenis hubungan seksual 

yang dapat ditafsirkan dari istilah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh. 

                                                           
19 Umarani Azkha, Syahrizal Abbas, dan Mohd. Din, “Analisis Yuridis Terhadap Rumusan 

Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,” Al-

Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 5:2 (November 2020). 
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Kesimpulan dari penelitian di atas menemukan bahwa rumusan jarimah 

pemerkosaan memiliki propabilitas disparitas pemidanaan antar delik yang sama, 

disparitas antara delik dengan tingkat gradasi keseriusan yang sama, disparitas 

sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk delik yang sama, 

dan disparitas antara perbuatan-perbuatan yang berbeda dalam satu rumusan delik 

dengan gradasi keseriusan yang berbeda-beda. 

 Penelitian di atas termasuk ke dalam wilayah hukum pidana, sehingga tidak 

ada kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis selain pada subjek 

kajiannya. Akan tetapi, hasil penelitian di atas berguna untuk memahami 

keragamaan putusan hakim pada tiap-tiap kasus pemerkosaan yang dialami 

perempuan dan anak. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, implikasi yuridis 

terhadap perempuan dan anak tidak mungkin dapat dipahami dan dijelaskan tanpa 

menelusuri bagaimana hakim memahami norma hukum Jarimah Pemerkosaan. 

Untuk itu, penelitian yang dilakukan oleh Umarani Azkha, Syahrizal Abbas, dan 

Mohd. Din dapat menjadi fondasi untuk melakukan telaah kritis atas putusan 

hakim. 

E. KERANGKA TEORETIK 

Teori yang digunakan untuk membedah persoalan yang diangkat dalam 

penelitian ini ialah teori Siyasah Tasyri’iyyah. T.M. Hasbi Ash-Ashiddiqie 

sebagaimana dikutip Muhammad Iqbal, mengartikan siyasah tasyri’iyyah sebagai 

kebijaksanaan dalam penetapan hukum.20 Dalam konteks negara modern, siyasah 

                                                           
20 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya 

Media Persada, 2001), hlm. 15. 
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tasyri’iyyah dapat dipahami sebagai politik hukum yang dilakukan oleh cabang 

kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasyri’iyyah). Sementara lembaganya dalam 

fikih siyasah disebut ahlul halli wal aqdi. 

Dalam perkembangannya, fungsi legislasi tidak lagi terletak hanya pada 

satu lembaga kekuasaan negara. UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) memberikan 

kewenangan agar Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada 

DPR. Dan Pasal 20 ayat (2) yang mengharuskan setiap rancangan undang-undang 

dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.  

Dalam konteks Aceh tidaklah jauh berbeda, UU No. 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh Pasal 42 ayat (1) huruf b memberikan kewenangan kepada 

Gubernur untuk mengajukan rancangan Qanun. Dan, dalam Pasal 23 ayat (1) huruf 

a disebutkan bahwa DPRA memiliki tugas dan wewenang untuk membentuk Qanun 

Aceh yang dibahas bersama Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. 

Hal demikian menerangkan bagaimana fungsi legislasi tidak berpusat pada DPRA 

semata.  

Selain itu, cabang kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasyri’iyyah) tidak 

hanya bertugas untuk merancang suatu regulasi, melainkan juga melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan produk legislasi yang mereka buat. Di sinilah 

perbedaan mendasar antara al-sulthah al-tasyri’iyyah dengan al-sulthah al-

tanfidziyyah. Apabila al-sulthah al-tanfidziyyah bertugas sebagai pelaksana dan 

penegak regulasi yang ada, maka al-sulthah al-tasyri’iyyah bertugas untuk 

mengawasi pelaksanaannya. Dalam konteks Aceh, hal ini diatur dalam Pasal 23 
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ayat (1) huruf b yang menerangkan bahwa DPRA bertugas untuk melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh.21 

Dengan demikian, teori siyasah tasyri’iyyah yang digunakan dalam 

penelitian ini diletakkan pada fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRA, dan 

bukan pada proses legislasinya bersama Gubernur. Sebab, Qanun Jinayat Aceh 

telah berlaku sejak tahun 2014. Oleh karena itu, kajian atas norma hukum Jarimah 

Pemerkosaan berada pada keterkaitan antara fungsi pengawasan dan mekanisme 

legislative review terhadap norma hukum sebagaimana tugas dan kewenangan al-

sulthah al-tasyri’iyyah, dalam hal ini DPRA. 

Mesti diakui bahwa hukum merupakan produk zaman yang bersifat 

temporal, karena ia dihadirkan sebagai jawaban dari masalah empirik yang terjadi 

di masyarakat. Pengawasan dan peninjauan atas produk hukum menjadi niscaya. 

Sebab menurut Sa’id al-Asymawi sebagaimana dikutip Yusuf Hanafi, apabila 

hukum bersifat tetap, maka yang terjadi adalah bencana dan kesengsaraan bagi 

masyarakat.22 Demikian pula Qanun Jinayat Aceh yang hadir sebagai 

pengejawantahan syariat Islam, pelaksanaannya mesti diawasi dan ditinjau secara 

bertahap sesuai dengan gerak perubahan di masyarakat. 

Konsep-konsep kunci yang terdapat dalam siyasah tasyri’iyyah yang akan 

digunakan untuk membedah norma hukum Jarimah Pemerkosaan berkaitan dengan 

implikasi yuridisnya bagi perempuan dan anak di antaranya, meniadakan kepicikan, 

                                                           
21 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 
22 Yusuf Hanafi, Syariat Islam: Dari Konsepsi Hingga Problematika Legislasi dan 

Formalisasi, cet. ke-1 (Malang: Universitas Negeri Malang, 2016), hlm. 80. 



17 
 

 
 
 

sejalan dengan kemaslahatan manusia, dan mewujudkan keadilan merata. Ketiga 

hal tersebut merupakan sebagian dari asas-asas tasyri’ islamiy—yang akan 

dijelaskan lebih rinci pada bab berikutnya.23 

Perlu ditegaskan kembali, spesifikasi penelitian ini berada pada ranah 

implikasi yuridis bagi perempuan dan anak korban pemerkosaan. Implikasi yuridis 

berasal dari dua kata, yakni implikasi dan yuridis. Merujuk pada KBBI, Implikasi 

memiliki makna keterlibatan dan keadaan keterlibatan. Sementara yuridis 

bermakna secara hukum. Dalam konteks penelitian, implikasi yuridis biasanya 

dipahami sebagai efek atau dampak yang timbul dari hubungan keterlibatan secara 

hukum. Efek yang muncul bisa berupa timbulnya hak dan kewajiban, perubahan 

status, hubungan, mekanisme-prosedural, dan sebagainya. 

 Implikasi yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup aspek 

perlindungan korban, tantangan yang dihadapi korban, kemanfaatan bagi korban, 

hingga timbulnya hak-hak dan kewajiban akibat peristiwa pemerkosaan sesuai 

dengan norma Jarimah Pemerkosaan. 

Pada aspek tantangan dan kesulitan yang mesti dilakukan korban menjadi 

bahan analisisis asas meniadakan kepicikan. Aspek keberpihakan, perlindungan 

dan hak-hak yang diperoleh korban menjadi bahan analisis dari asas mewujudkan 

keadilan yang merata. Sementara aspek kemanfaatan sebagai tolak ukur responsif 

                                                           
23 Lihat Oman Fathurrahman, Fiqh Usul Fiqh, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 

1994), hlm. 13-20. 



18 
 

 
 
 

atau ortodoknya produk hukum atas persoalan yang dihadapi perempuan dan anak 

menjadi bahan analisis asas sejalan dengan kemaslahatan manusia.  

F. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai 

berikut. 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum 

normatif (legal research), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan menelusuri 

sumber dan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan 

pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.24 Pemilihan jenis legal 

research dalam penelitian ini ditujukan untuk mengkaji sistematika hukum dengan 

cara mengadakan identifikasi terhadap munculnya hak dan kewajiban serta 

peristiwa hukum dalam norma Jarimah Pemerkosaan. Dan, menelaah bagaimana 

norma hukum dikonsepkan lewat penelusuran terhadap putusan pengadilan. 

Dengan demikian, penelitian ini akan didasarkan pada sumber-sumber berupa 

peraturan perundangan, putusan pengadilan, artikel jurnal, dan sumber-sumber lain 

sepanjang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni penelitian yang dilakukan 

dengan cara menggambarkan fenomena yang diteliti, kemudian disusun, dijelaskan, 

dianalisa, diinterpretasikan, dan disimpulkan.25 Dalam hal ini, subjek yang akan 

                                                           
24 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 

2020), hlm. 45. 
25 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), 

hlm. 10. 
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dibahas ialah putusan pengadilan dan Qanun Jinayat Aceh tentang Jarimah 

Pemerkosaan dengan implikasi yuridis yang mesti dihadapi perempuan dan anak 

sebagai korban pemerkosaan.  

3. Pendekatan 

 Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, 

pendekatan filosofis (philosophical approach), yakni pendekatan yang digunakan 

untuk mengupas hukum normatif secara mendalam dan radikal.26 Penggunaan 

pendekatan ini bertujuan untuk menelaah norma hukum Jarimah Pemerkosaan 

khususnya pada aspek aksiologis. Sehingga diperoleh hasil penelitian yang utuh 

dan mendalam perihal implikasinya bagi perempuan dan anak korban pemerkosaan.  

 Kedua, pendekatan kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah 

penerapan norma hukum, terutama kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan 

terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.27 Penggunaan pendekatan 

kasus dalam penelitian ini ditujukan untuk menelaah putusan pengadilan berkaitan 

dengan norma hukum Jarimah Pemerkosaan yang dialami perempuan dan anak. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, 

yakni pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai 

sumber yang dipublikasikan secara luas.28 Bahan hukum yang digunakan dalam 

                                                           
26 Suhaimi, “Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif,” Jurnal 

YUSTITIA Vol. 9:2 (Desember 2018), hlm. 209. 
27 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. ke-4 (Malang: 

Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 268. 
28 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 

2020), hlm. 65. 
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penelitian ini dikumpulkan lewat penelusuran baik melalui perpustakaan maupun 

media internet, kemudian diinventarisir dan diklasifikasi berdasarkan subjek dan 

objek yang diteliti. Di antara sumber-sumber pustaka tersebut yakni buku, artikel 

ilmiah, produk hukum, dan putusan pengadilan. 

5. Analisis Data yang Digunakan dalam Penelitian 

  Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis data kualitatif, yakni dengan melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan 

yang telah diolah sebelumnya.29 Interpretasi yang dimaksud dalam penelitian ini 

merupakan interpretasi teleologis (tujuan, maksud). Adapun tahapan-tahapannya 

yakni, pertama, mengidentifikasi dan menelaah fakta hukum berupa norma Jarimah 

Pemerkosaan dan putusan pengadilan atas norma tersebut berkaitan dengan 

perempuan dan anak sebagai korban pemerkosaan. Kedua, menemukan 

konseptualisasi yang mendasari putusan pengadilan atas kasus Jarimah 

Pemerkosaan. Ketiga, melakukan telaah konsep-konsep teleologis dari putusan 

hakim terhadap penerapan norma hukum Jarimah Pemerkosaan. Keempat, 

melakukan telaah kritis norma hukum Jarimah Pemerkosaan pada aspek implikasi 

yuridis yang dihadapi perempuan dan anak. 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. 

Di mana tiap babnya terdiri dari beberapa sub-bab. Lebih jelasnya, berikut akan 

dijelaskan mengenai sistematika pembahasan. 

                                                           
29 Ibid. hlm. 68. 



21 
 

 
 
 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari: 

1. Latar Belakang Masalah, yang berisi penjelasan mengenai persoalan yang 

memicu urgensitas penelitian ini dilakukan. 

2. Rumusan Masalah, yang berisi pertanyaan atas persoalan yang dibahas pada 

latar belakang.  

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian, yang berisi alasan rasional dilakukannya 

penelitian. 

4. Telaah Pustaka, yang berisi kajian-kajian terdahulu.yang membahas subjek 

yang sama dengan penelitian yang dilakukan demi mengetahui sejauh mana 

penelitian telah dilakukan dan menjelaskan letak perbedaannya. 

5. Kerangka Teoretik, yang berisi teori yang digunakan untuk membedah 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 

6. Metode Penelitian, yang menerangkan jenis penelitian, sifat penelitian, 

pendekatan, teknik pengumpula data, dan analisis data yang digunakan. 

7. Sistematika Pembahasan, yang berisi alur penulisan tesis. 

Bab kedua, akan mengulas tentang teori siyasah tasyri’iyyah sebagai 

penjabaran lebih lanjut dari pembahasan yang telah diterangkan pada sub-bab (e) 

kerangka teoretik di bab pertama. Penjabaran pada bagian ini akan lebih difokuskan 

untuk menjelaskan bagaimana teori siyasah tasyri’iyyah dapat digunakan untuk 

membedah masalah penelitian lewat konsep-konsep kunci di dalamnya. 

Bab ketiga, berisi bahasan tentang data objek yang menjadi fokus kajian dalam 

penelitian ini. Bagian ini akan dipecah menjadi empat sub-bab berupa: 
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1. Tinjauan atas norma Jarimah Pemerkosaan terhadap perempuan korban 

pemerkosaan, untuk memperoleh penjelasan komprehensif aspek normatif 

dari norma hukum berkenaan dengan perempuan sebagai korban. 

2. Tinjauan atas norma Jarimah Pemerkosaan terhadap anak korban 

pemerkosaan, untuk memperoleh penjelasan komprehensif aspek normatif 

dari norma hukum berkenaan dengan anak sebagai korban. 

3. Tinjauan atas putusan pengadilan terhadap jarimah pemerkosaan yang 

dialami perempuan, untuk memperoleh kerangka konseptual dari 

interpretasi yang dilakukan hakim lewat putusan. 

4. Tinjauan atas putusan pengadilan terhadap jarimah pemerkosaaan yang 

dialami anak, untuk memperoleh kerangka konseptual dari interpretasi yang 

dilakukan hakim lewat putusan. 

 Bab keempat, berisi analisa terhadap data yang ditemukan pada bab 

sebelumnya dengan menggunakan konsepsi yang terdapat dalam teori siyasah 

tasyri’iyyah. Bagian ini akan dipecah ke dalam tiga sub-bab berupa: 

1. Tantangan yang dihadapi perempuan dan anak korban pemerkosaan yang 

dianalisa menggunakan asas meniadakan kepicikan. 

2. Keadilan bagi perempuan dan anak korban pemerkosaan yang ditelaah 

menggunakan asas mewujudkan keadilan merata. 

3. Karakter—responsif dan ortodoks—norma hukum Jarimah Pemerkosaan 

bagi perempuan dan anak korban pemerkosaan yang dibedah menggunakan 

asas sejalan dengan kemaslahatan manusia. 
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 Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Pada bagian kesimpulan berisi jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah 

yang didasarkan pada hasil penelitian. Sementara pada bagian saran berisi 

rekomendasi yang relevan dengan temuan dalam penelitian.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan analisis menggunakan teori siyasah tasyri’iyyah, terdapat tiga 

aspek implikasi yuridis norma hukum Jarimah Pemerkosaan terhadap 

perempuan korban pemerkosaan. Aspek pertama, perempuan dihadapkan 

dengan tantangan dan kesulitan berupa kesulitan melibatkan pihak lain, 

cenderung mengalami victimblaming, dipersepsikan secara keliru, dan 

tantangan berupa kualitas hakim. Kedua, pada aspek berupa keadilan, 

perempuan korban pemerkosaan diperlakukan secara adil lewat pembedaan 

ancaman pidana berdasarkan pelaku pemerkosaan. Sayangnya, 

ketidakadilan secara bersamaan tampak pada bias gender dalam konstruksi 

hukum dan konsep berpikir hakim. Pada aspek ketiga berupa kemanfaatan, 

norma hukum Jarimah pemerkosaan cenderung mendatangkan 

kemudharatan ketimbang kebaikan yang sesuai dengan hak-hak asasinya 

sebagai manusia. Sebab, karakter ortodoks lebih mendominasi norma 

hukum Jarimah Pemerkosaan ketimbang aspek responsif. 

2. Berdasarkan analisis menggunakan teori siyasah tasyri’iyyah, terdapat tiga 

aspek implikasi yuridis norma hukum Jarimah Pemerkosaan terhadap anak 

korban pemerkosaan. Aspek pertama, anak korban pemerkosaan 

dihadapkan dengan tantangan dan kesulitan berupa kesulitan melibatkan 

pihak lain, dipersepsikan secara keliru, dan tantangan berupa kualitas hakim 

yang minim pengetahuan mengenai anak. Kedua, pada aspek berupa 
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keadilan, anak korban pemerkosaan diperlakukan secara tidak adil lewat 

konstruksi hukum dan konsep berpikir hakim yang berorientasi pada pelaku 

dan minim perlindungan terhadap korban. Pada aspek ketiga berupa 

kemanfaatan, norma hukum Jarimah pemerkosaan cenderung 

mendatangkan kemudharatan ketimbang kebaikan yang sesuai dengan hak-

hak yang mestinya diperoleh anak. Sebab, karakter ortodoks lebih 

mendominasi norma hukum Jarimah Pemerkosaan ketimbang aspek 

responsif. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi untuk 

melakukan perubahan pada norma hukum Jarimah Pemerkosaan. 

1. Konstruksi norma hukum Jarimah Pemerkosaan disusun secara lebih rigid, 

perihal pembedaan antara norma hukum yang berlaku pada anak dan 

perempuan agar tidak terjadi kebingungan dan kekeliruan dalam proses 

penegakan hukum. Konstruksi norma hukum a quo juga semestinya tidak 

berorientasi kepada pelaku, melainkan kepada korban. 

2. Meningkatkan kualitas hakim yang menangani perkara anak. Kualitas yang 

dimaksud merupakan pengetahuan dan wawasan mengenai anak. 

3. Hukum dan peradilan semestinya terbebas dari bias gender. Konstruksi 

norma hukum Jarimah Pemerkosaan seharusnya direvisi dengan perspektif 

yang lebih mencerminkan keadilan gender. 
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